
GUBERNUR LAMPUNG

PERATT'RAN GT'BERITT'R LAMPUI{G
ItoMoR 55 TAH[ It 2019

TEI{TANG

PETTIITJI'T PELAIISAITAAN KEGIATAI{ PENII{GKATAI{
FT'I{GSI PEITGAWASAN DSWAIY PERWAKILAI{ RAI(YAT DAERAII

PROVINSI LAMPT'NG

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GI'BERTUR LAMPUNG,

Menlmbang

Menglngat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi I-a.mpung, perlu
Pelal<sanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi La.mpung;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Prorrinsi
Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu melaksanakan
kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturarr
Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Ia-mpung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688) menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1,1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O57);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan PertanggUngjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
to67l;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Talun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
Lampung (Lembaran Daerah provinsi I^ampung Tahun 2019
Nomor 9, Tambahan kmbaran Daerah provinsi Lampung
Nomor 464;

MEMUTUSKAIT

PERATT'RAI{ GT'BERIfi'R TEI{TAITG PEf,UI{JUK
PELAI(SAIYAAIT I(EC}IATAIY PENINGKATAIY FUITGSI
PEIYGAWA8AIT DEWAIT PERWAISLANN RAKYAT DATRAH
PROVITSI L/I.MPTIITG.

Menetapkan



BAB I
N TEITUAIT T'UUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Daerah Provinsi l,ampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur La.mpung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tampung.

Paral 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman satuan biaya
yang digunakan untuk pelaksana€rn kegiatan peningkatan fungsi pengawasan
DPRD.

Peral 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:
a. terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
b. memberikan kepastian hukum begi petugas pelaksana dalam penatausahaan

keuangan terhadap anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan peningkatan
fungsi pengawasan DPRD; dan

b. terwujudnya optimalisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan
DPRD.

Paral 4
(1) Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini merupakan biaya untuk;

a. narasumber;

b. moderator;

c. sewa tenda, tempat/gedung;
d. sewa meja;

e. sewa kursi;
f. alat tulis kantor;
g. transport peserta;

h. Master of Ceremony;
i. notulen;
j. pembaca doa;
k. konsumsi (nasi kotak dan snack)
l. penjilidan laporan;
m. sound system;
n. fotocopy.

(2) Satuan biaya sebagaimana dimal<sud pada ayat (r) dipergunakan bagi kegiatanpeningkatan fungsi pengawasan DpRD.

-J-
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pasal S
(1) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pasar 4 ayat (1) huruf a dapatberasal dari:

a. Pakar/tenaga ahti profesional; dan/atau
b. Perangkat Daerah/ Instansi terkait.

(2) Moderator sebagaimana dimaksud dalam pasa-l 4 ayat (1) huruf b dapat berasaldari masyarakat.
(3) Pemberian honorarium kepada narasumber dan moderator sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
(t) eeyr! kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DpRD adalah masyarakat,paling banyak 1O0 (seratus) orang piserta, perkegiatan.
(2) Pegerta yang hadir, dalam kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DpRDsebagaimana dimaksud pada ayat 

- (1) dib€rik., -r"r.,i i..""p".t yangdisesuaikan dengan besaran sair"r, ' 
standar trarga eelerintar, pro..insi

l.ampung.
BAB II

UEI(AITISME PELAKSAI| AAIT
paral Z

(1) Badan Musyawarah DPRD menentukan jadwal kegiatan peningkatanpeningkatan fungsi pengawasan DpRD yang telJh disetujui.- '
(2) Pimpinan dan Anggota DpRD mengajukan proposar/ rencara kerja kepadaKetua.

(3) Berdasarkan disposisi Ketua. DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Anggota DpRD melaksanakan kegiatan peniigkatan f""gJ-t;;;;;n DpRD.
(4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan kepada Ketua opnD, dilerfikapi 

""."t p..tl-e;ngjawabankegiatan peningkatan fungsi pengawasan DpRD.
pasal 8

Pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DpRD dilal<sana]<an I (satu)kali dalam I (satu) bulan.

(1) Anggota DpRD yang meraksanakan kegiatan peningkatan fungsi pengawasanDPRD menunjuk pihak xetiga sebagai" p.r"r."""u kegiatan sesuai ketentuanPeraturan perundang-undangin.
(2) Pihak-Kgtiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukumdan telah terakreditasi.
(3) Pihak Ketiga sebagai pelaksana kegiatan bertanggungiawab kepada AnggotaDPRD baik secara teknis maupun uairi"i"t .tif.
(4) Pihak Ketiga bertanggung jawab- terhadap berkas pertanggungiawaban sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan menyera'kan berkas

5ffiffi:rawaban 
paling lambat 7 (tuj;h) nari seterJ-*,"Li'i?r"Ur^u,

Pasal 9

BAB IU
PEMBIAYAAIT

Pasal 10
pelaksanaan

pada APBD

Biaya yang dibutuhkan untuk
pengawasan DpRD dibebankaa
Anggaran Sekretariat DpRD.

k:qrqta1 
-peningkatan fungsi

melalui Dokumen pelaksanaL
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BAB IV
KEIEITTUAIY PEITUTT'P

Pasal 1 I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerair privinsi li-p.,rg.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 November 2019

GUBERICTIR LAMPUIYG,

ARII{AL DJUT{AIDI

ttd

\./ Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 November 2019

SETRETARIS DAIRAII PROVITSI LAMPUIYG

ttd

IT. FAHRIZAL DARMINTo. MA
Pemblna Utama Madya

r{rP. 19641021 199003 I (x)8
Salinan se dengan aslinya

KEPALA IRO HUKUM

Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 r 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 55


